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Jamkesda Dihapus,
Pemkab Sudisidi Kenaikan BPJS

hitungan sekira Rp125 ribu,
tapi dari jumlah itu kan ada
Rp97 ribu dari Kartu Indo-
nesia Sehat (KIS), kemudian
Rp21 ribu kerjasama dengan
Pemprov Kalbar sesuai porsi
karena pemprov 30 persen
kita 70 persen,” ungkap Ku-
kuh

SANGGAU - Pemerlntah

ten Sanggau sedang menyu-
Daerah Kabupa-

sun dan menghitung besa-
. ran tarif kenai-
kan BPJS bagi
warga miskin
seiring dengan
penyesuaian
tarif BPJS. De-
mikian diung-
kap Penjabat
Sekda Sanggau,

g,

 BPISKesenutan kn

Menurutnya, pemda su-

Kukuh Triyat- dah siap jika program BPJS

maka. bagi warga miskin harus
. “Dinas So- dianggarkan dalam APBD.
" sial Sanggau “Kalau memang itu men-

memberi per- jadi instruksi bahwa BPJS

ada penyesuaian tentumen-
jadi beban di APBD. Kita
harus siap jika memang
itu jadi kewajiban daerah.
Sekarang masih kita perhi-
tungkan, tapi arahnya harus
siap yang diperuntukan
untuk orang miskin, bukan
pribadi,’” jelasnya. °

Dia juga menginformasi-
kan bahwa pemda sudah
tidak boleh lagi menggang-
garkan Jamkesda.

“Jamkesda itu dihitung
atau disetarakan untuk

membantu mgéyarakat yang
miskin. Kan kita sudah pu-
nya yang telah ditetapkan

oleh Kemensos totalnya ada.

Rp125 ribu lebih, sekarang

- tidak boleh Jamkesda, justru

yang Rp5 milyar kesehatan
itu dikonversikan untuk
membantu pasien BPJS un-
tuk membantu warga miskin
di Sanggau,” terang dia.
Apakah jumlah orang
miskin di Sanggau dapat
dicover dan dikonfersikan
dari pasien Jamkesda men-

jadi pasien BPJS, Kukuh
mengaku optimis dapat
dilakukan.

“Kalau dari ]umlah KIS
ditambah kewajiban provinsi
dan daerah, ditambah dari
Dinas Kesehatan Sanggau,
masih tercover, hanya saja
dengan tarif penyesuaian
yang dilakukan pemerintah
dari Rp24 ribu menjadi Rp40
ribulebih, otomatis dari Rp5
milyar menjadi Rp10 milyar,
itu nanti kita bahas lagi,”
jelasnya. (sgg)
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